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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian-uraian yang dikemukakan pada Bab III dan IV

dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan data dan hasil analisa sebagai

berikut :

1. Hambatan-hambatan tidak dilaksanakan putusan (eksekusi) perkara perdata

No. 75/PDT/1957 :

1. Hambatan karena faktor hukumnya sendiri ada dua yaitu :

a. Hambatan karena amar putusannya tidak jelas

b. Hambatan karena obyek eksekusi ada pada pihak ke tiga.

2. Hambatan karena aparat penegak hukum

3. Hambatan karena faktor lingkungan

2. Upaya penanggulangan terhadap faktor penghambat pelaksanaan putusan

perkara perdata No. 75/PDT/1957 :

Mengadakan musyawarah menyangkut obyek sengketa yang akan

dieksekusi, selain dari itu apabila dari pihak termohon eksekusi mengalami

hambatan dalam proses pelaksanaan putusan maka pihak termohon dapat

meminta bantuan dari pihak keamanan dalam hal ini Polisi untuk membantu

melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa

Jika terhadap amar putusan yang kurang jelas, maka eksekusi harus

dikaitkan dengan amar putusan dan bila ukuran atau batas tanah tidak jelas
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maka akan dilakukan pemeriksaan ditempat serta menanyakan pendapat

majelis hakim yang telah memutuskan perkara tersebut.

B. SARAN

1. Agar efektifnya suatu putusan yang pada asasnya mengikat para pihak,

maka hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara

harus lebih cermat lagi meneliti surat gugatan yang diajukan serta alat bukti

pendukung lainnya

2. Demi penegakan kebenaran dan hukum yang telah ditetapkan dalam suatu

putusan pengadilan maka aparat pelaksana eksekusi harus tegas dan berani

melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 206 RBG dan Pasal-

Pasal lainnya

3. Guna pelaksanaan putusan itu berjalan dengan tertip dan aman sebaiknya

sebelum dilaksanakan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak-

pihak yang terkait dan juga aparat keamanan

4. Dalam rangka menjaga eksistensi dan wibawa pengadilan yang dalam

undang-undang diberikan kewenangan dan kemerdekaan dalam memeriksa,

mengadili dan memutuskan serta melaksanakan suatu perkara tidak boleh

terpengaruh.
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